
 

 
 

 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 61 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 38 
TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 

Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja sebagai pedoman untuk 

melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan yang 
direncanakan sebagai upaya mewujudkan Pemerintahan 

Daerah yang akuntabel dan transparan sesuai Visi 
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerti Loka Bali” melalui 

Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era 
Baru; 

  b.  bahwa sesuai review terhadap Analisis Standar Belanja 

yang telah ada dan adanya Analisis Standar Belanja yang 
baru serta penyesuaian dengan Perubahan regulasi, maka 

Peraturan Gubernur  Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang 
Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2020 sudah 
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum 
saat ini, sehingga perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis 

Standar Belanja;                                                   
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

SALINAN 



  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang                
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas                   

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 6398); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                       
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020             
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80              
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           
Nomor 1781); 

10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2019 
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.     

                      
 

 
 



  

                        Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali       

Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 38) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis 
Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 50  
Nomor 2020, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 11 
 

(1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat 

Daerah mengacu pada ASB. 
(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
1.   ASB 001;  

2.  ASB 002;  
3.  ASB 003;  
4.  ASB 004;  

5.  ASB 005;  
6.  ASB 006;  

7.  ASB 007;  
8.  ASB 008;  

9.  ASB 009;  
10.  ASB 010;  
11.  ASB 011;  

12.  ASB 012;  
13.  ASB 013;  

14.  ASB 014;  
15.  ASB 015;  

16.  ASB 016;  
17.  ASB 017;  
18.  ASB 018;  

19.  ASB 019;  
20.  ASB 020;  

21.  ASB 021;  
22.  ASB 022;  

23.  ASB 023;  
24.  ASB 024;  
25.  ASB 025;  

26.  ASB 026;  
27.  ASB 027;  

28.  ASB 028;  
29.  ASB 029;   

30.  ASB 030;  
31.  ASB 031;  
32.  ASB 032;  

33.  ASB 033;  
34.  ASB 034;  

35.  ASB 035;  
36.  ASB 036;  



  

37.  ASB 037;  

38.  ASB 038;  
39.  ASB 039;  

40.  ASB 040;  
41.  ASB 041;  

42.  ASB 042;  
43.  ASB 043;  

44.  ASB 044;  
45.  ASB 045;  
46.  ASB 046;  

47.  ASB 047;  
48.  ASB 048;  

49.  ASB 049;  
50.  ASB 050;  

51.  ASB 051;  
52.  ASB 052;  
53.  ASB 053;  

54.  ASB 054;  
55.  ASB 055;  

56.  ASB 056;  
57.  ASB 057;  

58.  ASB 058;  
59.  ASB 059; 
60.  ASB 060; 

61.  ASB 061; 
62.  ASB 062; 

63.  ASB 063; 
64.  ASB 064; 

65.  ASB 065; 
66.  ASB 066; 
67.  ASB 067; 

68.  ASB 068; 
69.  ASB 069; 

70.  ASB 070; 
71.  ASB 071; 

72.  ASB 072; 
73.  ASB 073; 
74.  ASB 074; dan 

75.  ASB 075. 
 

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 
 

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 29 Desember 2021 

 
GUBERNUR BALI, 

 
  ttd 
 

 
WAYAN KOSTER 

 
 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 29 Desember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 ttd 
 

 
            DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 61 
       

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

PARAF KOORDINASI 

Asisten Pemerintahan dan 
Kesra 

 

Kepala Biro Hukum   

Kepala Bappeda  

 


